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PUTUSAN

Nomor 379/Pdt.G/2024/PA.Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KEPAHIANG
Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah
menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK -, tempat tanggal lahir di -, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Wirawasta bertempat tinggal di KABUPATEN KEPAHIANG, Provinsi
Bengkulu, nomor handpone: - dengan domisili elektronik: - selanjutnya
sebagai Penggugat.

melawan

Tergugat, NIK -, tempat tanggal lahir di -, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN KEPAHIANG, Provinsi
Bengkulu selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 02 Desember

2024 yang telah didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Kepahiang dalam register Nomor 379/Pdt.G/2024/PA.Kph, tanggal 02 Desember 2024

dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari
Kamis tanggal 8 Februari 2024, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah
Nomor: - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama -, Kabupaten Kepahiang pada
tanggal 8 Februari 2024;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga
di kediaman Penggugat yang beralamat di - -, -, - Kepahiang sampai dengan

berpisah;;
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‘3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan

suami istri dan belum memiliki anak:

4. Bahwa, pada mulanya hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun
dan harmonis selama 1 bulan hingga pada bulan Maret 2024 terjadilah pertengkaran
dan perselisihan terus menerus sehingga membuat hubungan Penggugat dengan
Tergugat sudah tidak harmonis sehingga Penggugat merasakan apa yang menjadi
tujuan dari perkawinan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan
tidak berhasil dicapai oleh Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa Penggugat telah berupaya sedemikian rupa untuk dapat mempertahankan
perkawinan ini tetapi upaya tersebut sepertinya semakin sulit terwujud, sehingga
Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama
Kepahiang. Adapun sebab-sebab perceraian ini diajukan dan penyebab
pertengkaran tersebut adalah sebagai berikut:

a. Tergugat tidak memenuhi tanggung jawabnya sebagaiamana kewajiban suami
dengan keluarga dalam hal ekonomi;

b. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;

c. Nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari;

d. Tergugat selalu menyalahkan Penggugat;

e. Tergugat sering marah-marah, berkata kasar, serta egois;

6. Bahwa Puncak Perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
terjadi sekiranya pada bulan Mei 2024 berawal dari Penggugat yang meminta izin
untuk daftar umroh tetapi tidak di izinkan oleh Tergugat dikarenakan Penggugat
hanya berangkat sendiri, namun Penggugat tetap melaksanakan keinginan untuk
berangkat Umroh karena rencana keberangkatan tersebut sudah dijauh hari bahkan
sebelum menikah dengan Tergugat, karena Penggugat yang tidak mengiyakan kata-
kata Tergugat hal tersebut membuat Tergugat marah-marah dan terjadilah
pertengkaran hingga Tergugat sedikit melakukan pengancaman dengan berkata *

kalo itu keputusan kamu oke besok tinggal kamu pilih nak satu apo duo apo tigo”

kata Tergugat tersebut dalam artian Tergugat akan menjatuhkan Talak kepada

Penggugat, mendengar itu Penggugat langsung menawab dengan emosi ‘ Untuk ap

nunggu besok, malam iko ajo” setelah mendengar jawaban dari Penggugat, Tergugat
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langsung diam dan beberapa saat kemudian keluar dari rumah dan tidak pernah

kembali lagi sampai dengan sekarang;

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat belum ada upaya
mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa, berdasarkan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah
tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak
ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik
bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

PRIMER:
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat
(Penggugat)

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya
(Ex Aequo et Bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus
orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di
persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita
Pengganti Pengadilan Agama Kepahiang dengan relaas panggilan surat tercatat Nomor
379/Pdt.G/2024/PA.Kph, serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh
suatu alasan yang sah;

Bahwa atas penjelasan Hakim, Pemohon bersedia untuk beracara secara

elektronik (electronic litigation/E-Litigasi) dengan menggunakan domisili elektronik - ;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai
dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai
dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang

menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
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~selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan

Penggugat yang pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan
dan penambahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan
alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:
A. Bukti Surat:

1. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk,
NIK: -, atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang. Bukti surat elektronik tersebut diberi
materei cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan
aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.1.) serta diverifikasi;

2. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Kutipan Akta Nikah Nomor - yang
dikeluarkan oleh KUA - Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu tanggal ....
Bukti surat elektronik tersebut diberi materei cukup, telah dinazegelen pos dan
telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode
(P.2.) serta diverifikasi;

B. Bukti Saksi:

Saksi |, tempat tanggal lahir di -, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga,
bertempat tinggal di -- Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpahnya
memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan
sebagai bibi Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;

- Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal bersama di di - -, -,
- Kepahiang sampai dengan berpisabh;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya
rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak setelah satu bulan menikah

mulai tidak rukun lagi;
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- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan

karena karena Penggugat mau pergi menunaikan ibadah umroh sejak
lama dan telah mendaftar namun Tergugat tidak menyetujui;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Mei 2024
sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan
Tergugat akan tetapi tidak berhasil,

- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat
dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana
layaknya suami istri;

2. Saksi Il, tempat tanggal lahir di -, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga,
bertempat tinggal di - - Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpahnya
memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan
sebagai bibi Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;

- Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal bersama di di - -, -,
- Kepahiang sampai dengan berpisabh;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya
rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak hanya rukun 1 bulan setelah
sebulan menikah mulai tidak rukun lagi;

- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat
dan Tergugat karena karena Penggugat telah mau menunaikan ibadah
umroh sejak lama dan telah mendaftar namun Tergugat tidak menyetujui
jika Penggugat tetap bersikeras maka Penggugat tinggal memilih apakah
mau talak satu, talak dua atau talak tiga dari Tergugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Mei 2024

sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
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- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan

Tergugat namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat
dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana
layaknya suami istri;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan
mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan
gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang
tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan pasal 49 ayat 1 huruf
(a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor
50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut
Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil identitas Penggugat yang tidak dibantah
oleh Tergugat membuktikan tentang tempat tinggal Penggugat, sehingga terbukti
Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kepahiang, maka dengan
mendasarkan kepada Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan
Agama, Pengadilan Agama Kepahiang berwenang memeriksa dan menyelesaikan
gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,
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~ namun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh

orang lain menghadap sebagai wakillkuasanya yang sah, maka Tergugat harus
dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150
R.Bg, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek), hal
mana sesuai pula dengan pendapat Imam Mawardi dalam Kitab Al-Hawi Al-Kabir fi Figh
Madzhab Al-Imam Syafi’i, Juz XVI, Halaman 303, yang diambil alih menjadi pendapat
Hakim, sebagai berikut:
ARl 8 RN I 5 5l e 1
Artinya : “Uika Tergugat enggan hadir dalam persidangan setelah dipanggil dua kali,
Hakim dapat memutus perkara tanpa hadirnya Tergugat’.

Menimbang, bahwa dalam upaya perdamaian, Hakim telah berusaha
menasehati Penggugat agar tidak meneruskan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil.
Oleh karena itu, apa yang dikehendaki Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
jo.Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115
Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 01 Tahun 2016
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat
tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat bersedia untuk beracara secara elektronik (E-
Litigasi), maka berdasarkan Pasal 22 dan 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 jo. Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi
Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dan pembacaan penetapan
dilakukan secara elektronik;

Menimbang, bahwa Hakim memulai pemeriksaan perkara dengan membacakan
surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada
perubahan dan penambahan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah
bahwa rumah tangganya dengan Tergugat, yang semula kehidupan rumah tangga

Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama 1 bulan hingga pada bulan
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aret 2024 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak

memenuhi tanggung jawabnya sebagaiamana kewajiban suami dengan keluarga dalam
hal ekonomi, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, Nafkah yang
diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari, Tergugat selalu
menyalahkan Penggugat, Tergugat sering marah-marah, berkata kasar, serta egois.
Akibatnya sejak Mei tahun 2024 yang lalu hingga sekarang antara Penggugat dan
Tergugat terjadi pisah tempat tinggal. Selama berpisah tersebut telah ada upaya
merukunkan Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dan
bukti bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri, sesuai
ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Penggugat
tetap dibebani pembuktian, untuk membuktikan kebenaran alasan perceraiannya,
meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat bukti berupa surat P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi akta autentik, bermeterai
cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat
tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai identitas dan domisili
Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga
telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai
kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende
bewijskracht);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat bertempat
tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kepahiang, maka berdasarkan ketentuan
Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009,
Pengadilan Agama Kepahiang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a
quo;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi akta autentik, bermeterai

cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat
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rsebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan tentang

perkawinan Penggugat dengan Tergugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan
oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta
otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en
bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka terbukti bahwa Penggugat
dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah yang dilakukan menurut ketentuan
hukum Islam, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat
perkawinan sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai persona standi in
judicio memiliki legal standing sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak
yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975, Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau
orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan
pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat adalah keluarga atau orang
dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah
dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur
dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai hubungan
Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan atau didengar langsung, saling
bersesuaian dan cocok antara saksi satu dengan yang lain serta keterangan saksi
relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan
saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal
308 RBg dan Pasal 309 RBg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki
kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti persidangan, terbukti fakta peristiwa

sebagai berikut:
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. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan dan merupakan

pasangan suami isteri sah;

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terbukti terjadi perselisihan dan
pertengkaran;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan
Mei tahun 2024 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah
berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing
sebagaimana layaknya suami isteri;

4. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat maupun Hakim dalam
persidangan sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap rukun kembali
dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin
bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria
dengan seorang wanita agar tercipta rasa nyaman diantara keduanya sehingga dapat
membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tertuang dalam Al-
Qur’an surat Ar-Ruum ayat 21:
a38 Gy I3 B &) ARl Bize Ak Jras ) 1R W33l akudil e AT (B8 ) AT (e

sk
Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-
istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa nyaman
kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi

kaum yang berpikir.”

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan tersebut juga tertuang dalam ketentuan
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan Pasal Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal
116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi
karena alasan antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
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Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf

b poin 1 SEMA Nomor 1 Tahun 2022 “perkara perceraian dengan alasan suami /istri
tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika
terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya selama minimal 12 bulan.”

Menimbang, bahwa saksi-saki yang dihadirkan Penggugat di persidangan, 2
(dua) orang saksi tidak melihat pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan
Tergugat secara langsung hanya mengetahui dari pengaduan Pengugat, dan juga
kedua saksi yang dihadirkan Penggugat tidak bisa menjelaskan apakah Tergugat
memberi nafkah atau tidak kepada Penggugat selama perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Penggugat dan Tergugat
tidak terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak
terbukti Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat selama 12 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan di
atas, Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tidak terbukti dan tidak
beralasan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum
angka 1 dan 2 gugatan Penggugat patut untuk ditolak sebagaimana tersebut dalam
diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dalam bidang perkawinan maka sesuai
ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara
dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil
syarak yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI
1. Menolak gugatan Penggugat dengan verstek;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp214.000,00 (dua ratus

empat belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh Endah Tiara Furi,
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.H.l., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Agama Kepahiang, putusan tersebut diucapkan

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan
dihadiri oleh Eka Yanisah Putri, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat dan putusan disampaikan melalui sistem informasi

pengadilan;
Hakim,
Ttd.

Endah Tiara Furi, S.H.l., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Eka Yanisah Putri, S.H.
Perincian Biaya:

1. PNBP : Rp.  70.000,00
2. Proses : Rp. 100.000,00
3. Panggilan : Rp.  34.000,00
4. Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 214.000,00

(dua ratus empat belas ribu rupiah)
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